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PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Muara  Tebo  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Majelis

Hakim  telah  menjatuhkan  Penetapan  dalam  perkara  Permohonan

Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: 

Boyman Bin Rasimin, Tempat, Tanggal Lahir Muara Tebo, 08 Maret 1975,

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, beralamat

di RT 03, RW 01, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan

Tebo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  Provinsi  Jambi, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon I; 

Halijah Binti Darman, Tempat, Tanggal, Lahir Betung Bedarah Barat, 25

Juli  1982, Agama  Islam, Pendidikan  SD, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 03, RW 01, Desa

Betung  Bedarah  Barat,  Kecamatan  Tebo  Ilir,  Kabupaten

Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

II;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II serta

memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13

Januari  2021  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Muara Tebo Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Mto. tanggal 14 Januari 2021, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

pada  Hari  Minggu,  tanggal  19  Mei  2000,  di  Desa  Betung  Bedarah

Barat  dengan  Wali  Nikah Mamat  Bin  Darman,  hubungan  Kakak

Kandung  Pemohon  II  karena  Ayah  Kandung  Pemohon  II  telah

meninggal dunia;  
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2. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  pada  saat  itu

disaksikan  dua  orang  saksi  yang  bernama Usman dengan Ramli

mahar berupa Uang sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara

Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  tidak terikat  dengan pernikahan

lain dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan lelaki lain;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II  telah dikarunia 3

(tiga) anak yang bernama;

a. Edi Harianto;

b. Eli Harianty;

c. Maysaroh Oktaviani;

6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II,  tidak ada

masyarakat yang menggugat sampai sekarang;

7. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan

mahram  maupun  susuan  dan  tidak  ada  hubungan  nasab  sejak

melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah

bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada

Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan

akta nikah tersebut; 

9. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan  bukti

pernikahan  tersebut  untuk  kepastian  hukum dan  untuk  pengurusan

Administrasi Kependudukan;

10.Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Pemohon  sanggup  membayar

biaya perkara;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Boyman Bin Rasimin

dan Pemohon II Halijah Binti Darman yang dilangsungkan Tanggal 19

Mei 2000, di Desa Betung Bedarah Barat;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan  yang

mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR 

Atau apabiila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari  sidang yang telah  ditetapkan,  Pemohon I  dan

Pemohon  II  telah  datang  menghadap  di  persidangan.  Dan  dalam

persidangan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  penjelasan  seperlunya

kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat  permohonan Pemohon yang

pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad bin  Darman,  umur  43  tahun,  agama Islam,  pekerjaan

petani, bertempat  tinggal  di  RT.  02,  Desa  Betung  Bedarah  Barat,

Kecamatan  Tebo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  Saksi  tersebut  memberikan

keterangan  di bawah  sumpahnya  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang

kandung Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  bermaksud  mengajukan

pengesahan nikah yang belum tercatat  di  Kantor Urusan Agama

setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa  sewaktu  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka,  dan

Pemohon II berstatus perawan; 
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- Bahwa saksi  tahu dan  hadir  ketika  Pemohon I  dan Pemohon II

menikah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan

Pemohon  II  adalah  saksi  sendiri  sebagai  saudara  kandung

Pemohon II  karena ayah kandung Pemohon II  sudah meninggal

dunia;

- Bahwa mas kawin  Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa uang

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  disaksikan

dua orang saksi bernama Usman (alm) dan Ramli (alm);

- Bahwa  tidak  ada  halangan  atau  larangan  Pemohon  I  untuk

menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  secara Islam,

dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada halangan menikah

baik secara hukum maupun secara syar’i;

- Bahwa  sejak  menikah  sampai  dengan  sekarang  Pemohon  dan

Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II

sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa pada  saat  menikah  dahulu,  Pemohon I  dan  Pemohon II

sejak menikah belum menerima buku nikah;

- Bahwa  para  Pemohon  membutuhkan  bukti  pernikahan  untuk

mengurus administrasi kependudukan;

2. Masrah binti Maslama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  RT.  07,  Desa  Betung  Bedarah

Barat, Kecamatan  Tebo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  Saksi  tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut:  

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  bibi

Pemohon II;
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- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  bermaksud  mengajukan

pengesahan nikah yang belum tercatat  di  Kantor Urusan Agama

setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa  sewaktu  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka,  dan

Pemohon II berstatus perawan; 

- Bahwa saksi  tahu dan  hadir  ketika  Pemohon I  dan Pemohon II

menikah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan

Pemohon  II  adalah  abang  kandung  Pemohon  II  yang  bernama

Muhammad, karena ayah kandung Pemohon II  sudah meninggal

dunia;

- Bahwa mas kawin  Pemohon I  kepada Pemohon II  berupa uang

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi  pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  disaksikan

dua orang saksi bernama Usman (alm) dan Ramli (alm);

- Bahwa  tidak  ada  halangan  atau  larangan  Pemohon  I  untuk

menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  secara Islam,

dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada halangan menikah

baik secara hukum maupun secara syar’i;

- Bahwa  sejak  menikah  sampai  dengan  sekarang  Pemohon  dan

Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II

sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa pada  saat  menikah  dahulu,  Pemohon I  dan  Pemohon II

sejak menikah belum menerima buku nikah;

- Bahwa  para  Pemohon  membutuhkan  bukti  pernikahan  untuk

mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti

yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;
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Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  mengajukan

kesimpulannya  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  Penetapan  ini  cukuplah

Pengadilan  menunjuk  kepada  berita  acara  perkara  ini,  yang  untuk

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari Penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I

dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok

permohonan,  Majelis  Hakim  akan  terlebih  dahulu  dipertimbangkan

kewenangan  relative  Pengadilan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara aquo serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II,  saat ini  Pemohon I  dan Pemohon II  berdomisili  di  wilayah

Kecamatan  Tebo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  maka  sesuai  dengan  ketentuan

pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini

adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas

pernikahan  mereka  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  19  Mei  2000  di

Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum

sehingga dapat  digunakan untuk  mengurus administrasi  kependudukan

dan administrasi  perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II  sejak

menikah  sampai  dengan  sekarang  belum  pernah  mendapatkan  bukti

tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai  legal

standing untuk perkara aquo;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip

yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  peradilan  harus  memenuhi  harapan
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pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil

dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara  a quo  tidak ada

indikasi  sengketa  (qarinah)  karena  diajukan  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  yang  mengaku  sebagai  suami  isteri,  maka  permohonan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  diselesaikan  secara  voluntair  atau

permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal

1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  dibebani  pembuktian  atas  dalil-dalil  yang  didalilkan  dalam

Permohonan;

Menimbang,  bahwa  memperkuat  dalil-dalil  permohonannya

tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  telah  mengajukan alat  bukti  dua

orang saksi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  telah  memenuhi  syarat  formil  hadir  di  persidangan  dan

dibawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan  dan  secara  materil

keterangan  saksi  tersebut  berkaitan  dan  mendukung  dalil  permohonan

Para  Pemohon,  yang  pada  pokoknya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Tebo

Ilir, pada tanggal 19 Mei 2000;

- Bahwa  Pemohon  I  berstatus  jejaka,  dan  Pemohon  II  berstatus

perawan;

- Bahwa pada saat  menikah,  wali  nikahnya adalah saudara  kandung

Pemohon II yang bernama Muhammad, dan disaksikan 2 orang saksi

bernama Usman (alm) dan Ramli (alm), dengan mahar berupa uang

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sekarang  bertempat  tinggal  di

Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak

ada hubungan saudara atau sesusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada halangan

menikah baik secara hukum maupun secara syar’i;
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- Bahwa  sejak  menikah  sampai  dengan  sekarang  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum

menerima buku nikah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Para

Pemohon,  dikaitkan  dengan  keterangan  saksi  dimuka  sidang,  Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2000 di

Kecamatan  Tebo  Ilir,  Kabupaten  Tebo,  dengan  wali  nikah  saudara

kandung Pemohon II  yang bernama Muhammad, disaksikan oleh 2

orang saksi bernama Usman (alm) dan Ramli (alm) serta disaksikan

pula oleh masyarakat  sekitar dengan mahar berupa uang sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan

syara’ yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam

satu  rumah  tangga  tidak  pernah  pindah  agama  dan  tidak  pernah

bercerai;

4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten

Tebo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  benar  telah  terjadi  pernikahan  antara

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  secara  agama  Islam  dan  pernikahan

tersebut  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia,  jo.  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan;  

Menimbang,  bahwa  pernikahan  para  Pemohon  tersebut  tidak

melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal  2 ayat  1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan

(3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon

dapat  dikabulkan  dengan  menyatakan  sah  pernikahan  Pemohon  I

(Boyman bin Rasimin) dengan Pemohon II  (Halijah binti  Darman) yang

dilaksanakan  pada  tanggal  19  Mei  2000  di  Kecamatan  Tebo  Ilir,

Kabupaten Tebo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  2

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal  5

ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Majelis  Hakim  berpendapat  perlu  untuk  memerintahkan  kepada  para

Pemohon  untuk  mencatatkan  pernikahannya  kepada  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I  ((Boyman  bin  Rasimin)

dengan Pemohon II  (Halijah binti  Darman) yang dilaksanakan pada

tanggal 19 Mei 2000 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan perkawinannnya kepada Kepala KUA Kecamatan Tebo

Ilir, Kabupaten Tebo.

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Tebo, pada hari Selasa

tanggal 2 Februari  2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil

Akhir  1442  Hijriah  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan
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Agama Muara Tebo yang terdiri  dari kami  M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai

Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy. serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai

Hakim-Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  oleh  Ketua  Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  M.  Yusuf,  S.HI. sebagai  Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota  I

 Leni Setriani, S.Sy.

Hakim Anggota II                  

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti 

M. Yusuf, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Biaya PNBP Relaas

5. Biaya Redaksi

6. Biaya Meterai

Rp.       30.000,-

Rp.       50.000,-

Rp.     400.000,-

Rp.       20.000,-

Rp.       10.000,-

Rp.         9  .000  ,-  
Jumlah Rp.    519.000,-
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